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ABSTRACT

Legal safeguard for children affected by the criminal dissemination of pornographic content
through application X with a focus on guaranteeing security, recovery, and the safequarding
of children in precarious position. The statement of the problem as examined in this research:
1. How are the legal provisions concerning victims of pornographic content via application
X, 2. How is the legal protection for children affected in cases related to distribution of
pornographic content through application X. This study adopts the normative juridical
method, employing both legislative and conceptual frameworks within the regulatory
framework. The results demonstrate that the dissemination of pornographic material via
digital platforms constitutes a grave infringement of moral value provisions, these offenses
are requlated by a combination of statutes, namely the provisions of Article 407 within the
Penal Code, alongside Article 4(1) of the Pornography Law in combination with Article 27(1)
of the ITE Law. Legal safequards for children who have suffered harm constitute a state
obligation based on Article 59 and Article 71D of the Chil d Protection Law and PP Number
17 0f 2025. Responsibility to combat child pornography in the digital space lies with the state,
law enforcement, digital platforms, and society.

Keywords: Child Legal safeguard, Pornographic Content, X Application

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penyebaran konten
pornografi melalui aplikasi X dengan fokus pada jaminan keamanan, pemulihan, dan
pemenuhan  hak  anak  yang  berada  dalam  posisi  rentan.  Rumusan
masalah yang diteliti dalam studi ini: 1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap korban
konten pornografi melalui aplikasi X, 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak
korban tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui aplikasi X. Metode penelitian
yang diterapkan yaitu penelitian hukum normatif berdasarkan pendekatan peraturan
perundang-undangan dan konseptual. Temuan dari studi ini menjelaskan penyebaran
konten pornografi melalui media digital merupakan pelanggaran serius terhadap nilai
kesusilaan yang didasarkan pada Pasal 407 KUHP, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
Pornografi, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE. Perlindungan hukum terhadap anak
sebagai korban merupakan kewajiban negara yang didasarkan pada Pasal 59 dan Pasal 71D
Undang-Undang Perlindungan Anak serta PP Nomor 17 Tahun 2025. penanggulangan
penyebaran konten pornografi terhadap anak di ruang digital berada pada negara, aparat
penegak hukum, penyelenggara platform digital, serta masyarakat.

Kata kunci: Perlindungan Hukum Anak, Konten Pornografi, Aplikasi X
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PENDAHULUAN

Prinsip negara hukum menjadi bagian fundamental dalam struktur
konstitusional Indonesia, yang berlandaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Prinsip ini
mengandung makna hukum berfungsi sebagai landasan utama dalam mewujudkan
keadilan, menjaga keteraturan sosial, serta menjamin pemenuhan hak asasi manusia
bagi setiap individu secara menyeluruh. Perlindungan hukum pada hakikatnya
merupakan sarana sekaligus sasaran dari pembentukan norma hukum, yang
ditujukan untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban setiap individu secara
adil tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Perlindungan hukum diterapkan
kepada seluruh rakyat tanpa ada perbedaan, termasuk anak-anak yang merupakan
kelompok rentan. Anak-anak membutuhkan perlindungan yang khusus agar hak-
hak asasi mereka dapat diperoleh dan dipertahankan secara optimal (Putri et al.,
2024).

Anak adalah karunia yang sejak sebelum kelahiran telah memperoleh hak atas
kelangsungan hidup serta berhak memperoleh jaminan keamanan dari segala bentuk
kejahatan, termasuk tindakan yang merugikan dari siapa pun (Adisty Padmavati
Nazwa Moha & R. Rahaditya, 2024). Pada kenyataannya, anak berada pada posisi
berisiko tinggi terhadap berbagai pelanggaran, mengingat perbuatan pidana dapat
dilakukan setiap pihak tanpa melihat status sosial. Keadaan tersebut menjadikan
peran keluarga dan negara sebagai faktor utama dalam menjamin perlindungan
terhadap anak. Seiring perkembangan teknologi informasi, tindak pidana pornografi
terutama pornografi anak mengalami peningkatan signifikan. Data tahun 2025
menunjukkan terdapat 1.237 konten elektronik bermuatan pornografi dan 689 di
antaranya merupakan pornografi anak dengan korban berusia 5 hingga 12 tahun
yang berasal dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas, anak usia dini,
serta anak dengan disabilitas (Beby Suryani, 2021). Salah satu kasus di tahun 2024,
Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menindak pihak berinisial DY di Tarumajaya,
Bekasi, atas penyebaran konten pornografi anak melalui X (Twitter) dan Telegram
sejak Mei 2023. Akun @balapcan mempromosikan grup Telegram “REAL ADMIN
GROUP” yang menjual paket konten anak seharga Rp150.000. Penyidik berhasil
mengamankan 10 video anak-anak sebagai barang bukti.

Penyebaran konten pornografi anak pada kasus tersebut menunjukkan bahwa
media sosial, khususnya aplikasi X, berperan sebagai sarana penyebaran dan
transaksi konten pornografi anak. Kondisi ini menggambarkan bahwa
perkembangan teknologi informasi telah memperluas jangkauan tindak kejahatan
dan mempermudah terjadinya eksploitasi terhadap anak di ruang digital (Udayana
et al., 2022). Situasi ini menegaskan perlunya perlindungan hukum bagi anak
terutama ketika mereka menjadi korban penyebaran konten pornografi melalui
aplikasi X. Penegakan hukum di Indonesia masih cenderung fokus pada pelaku
kejahatan dan sering mengabaikan posisi anak sebagai korban. Stigma masyarakat
kerap memandang anak korban penyebaran konten pornografi sebagai penyebab aib
keluarga, bukan sebagai pihak yang perlu dilindungi.

Kondisi ini menggambarkan bahwa kebijakan perlindungan terhadap anak
sebagai korban pelanggaran hukum di bidang pornografi masih perlu diperkuat,
baik dari segi regulasi maupun implementasinya. Negara wajib menjamin hak anak
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korban, seperti rasa aman, rehabilitasi, dan pendampingan hukum (Saraswati et al.,
2022, p. 214). Dengan demikian, hukum perlu diarahkan tidak terbatas pada aspek
pemidanaan, melainkan juga pada perlindungan hak anak selaku korban. Atas dasar
tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Sebagai Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Aplikasi
X”.

Berdasarkan wuraian diatas, telah teridentifikasi isu wutama yang
diteliti dalam studi ini, yaitu: Bagaimana pengaturan hukum terhadap korban
konten pornografi melalui aplikasi X? Dan Bagaimana perlindungan hukum
terhadap anak korban tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui aplikasi
X?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui dan memahami pengaturan
hukum terhadap korban konten pornografi melalui aplikasi X dan menganalisis
perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penyebaran konten
pornografi melalui aplikasi X.

METODE

Dalam menguraikan permasalahan yang ada, pendekatan studi hukum
normatif dipilih sebagai orientasi pendekatan dalam penelitian ini yaitu dengan
menelaah sumber-sumber hukum yang relevan melalui studi kepustakaan, baik
berupa sumber hukum primer maupun sekunder. Seluruh sumber hukum disusun
dan dievaluasi dengan sistematis untuk menunjang pembahasan penelitian. Metode
yang diterapkan melibatkan pendekatan peraturan perundang-undangan serta
konseptual. Pendekatan perundang-undangan diterapkan melalui penelusuran
terhadap ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara yang sedang diteliti,
sedangkan pendekatan konseptual didasarkan pada teori dan pemikiran para ahli
yang menjadi dasar dalam membangun argumen serta menjawab permasalahan
hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Hukum Terhadap Korban Konten Pornografi Melalui Aplikasi X

Pornografi dapat dipahami sebagai bentuk representasi yang memuat unsur
seksual secara eksplisit, baik dalam bentuk gambar maupun media lainnya yang
dirancang untuk menimbulkan rangsangan seksual (Afriliani et al., 2023). Menurut
Wijono Prodjodikoro, pornografi juga mencakup ketelanjangan atau tindakan yang
menghina moral (Vania Andari Damanik, 2023). Saat ini, istilah tersebut digunakan
untuk konten seksual yang melanggar norma kesusilaan dan dibuat semata-mata
untuk rangsangan seksual. Apabila dikonsumsi secara berulang, pornografi dapat
menimbulkan dampak serius bagi individu maupun masyarakat (Darmawansyah,
2023).

Seiring kemajuan teknologi, pornografi tidak lagi dibatasi pada bentuk tulisan
atau lukisan, melainkan telah berkembang ke media berbasis digital. Penyebaran
konten pornografi kini mudah dilakukan melalui internet, termasuk aplikasi X, yang
memungkinkan pengguna mengunggah, membagikan, dan mengakses konten
dengan cepat. Fenomena ini diperkuat oleh data survei yang menunjukkan adanya
sekitar 1,5 miliar halaman web yang didedikasikan untuk pornografi, dengan lebih
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dari 42 miliar kunjungan setiap tahun dan rata-rata 28.000 pengguna yang
mengakses konten pornografi setiap detik.

Menurut Soebagijo, pornografi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis
berdasarkan isi dan dampaknya. Jenis-jenis tersebut antara lain: Sexually Violent
Material, yang menampilkan kekerasan seksual secara eksplisit. Nonviolent Degrading
Sexually Explicit Material, tidak menampilkan kekerasan fisik tetapi mengandung
unsur perendahan martabat, terutama perempuan. Nonviolent Non-Degrading
Material, berupa hubungan seksual sukarela tanpa unsur kekerasan atau pelecehan.
Nudity, menampilkan ketelanjangan tanpa aktivitas seksual. Dan Child/Kid
Pornography, yang mengeksploitasi anak-anak atau remaja dan merupakan
pelanggaran hukum serta norma kesusilaan. Selain itu, beberapa kajian menekankan
klasifikasi pornografi berdasarkan bentuk penyajian dan media penyebarannya.
Menurut Burhan Bungin, konten pornografi dapat disebarkan melalui beberapa
media, antara lain: Pornoteks, karya dalam bentuk teks berupa cerita atau komik
yang menggiring imajinasi pembaca. Pornosuara, kalimat vulgar bernada rayuan
yang diucapkan secara langsung. Pornoaksi, aktivitas yang dilakukan untuk
membangkitkan nafsu dengan melakukan gerakan tubuh. Dan pornomedia, yaitu
media yang mencakup konten visual dan audiovisual yang tersedia di jaringan
internet atau media fisik seperti DVD dan VCD (Fany Ustaza Siregar & Ismail, 2024).

Seiring perkembangan media dan pola konsumsi masyarakat, klasifikasi
pornografi mengalami penyederhanaan menjadi tiga kategori, yaitu: softcore yang
menampilkan ketelanjangan atau suasana seksual secara implisit. Hardcore, yang
menampilkan aktivitas seksual secara eksplisit. Serta obscenity, yang
mempertunjukkan materi seksual ofensif dan melanggar norma kesusilaan tanpa
nilai artistik, sastra, politik, atau ilmiah. Perbedaan klasifikasi ini menunjukkan
bahwa pornografi memiliki tingkat dampak dan bahaya yang beragam, mulai dari
yang bersifat sugestif hingga yang secara nyata bertentangan dengan norma
kesusilaan. Di Indonesia, penyebaran konten pornografi diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam
KUHP Pasal 407 melarang produksi, peredaran, atau penyediaan konten pornografi
dengan ancaman pidana enam bulan hingga sepuluh tahun penjara dan dapat pula
dikenai denda. Adapun Undang-Undang Pornografi secara tegas melarang konten
yang memuat adegan persetubuhan, ketelanjangan, dan pornografi anak. Pelaku
yang menjadikan anak sebagai objek dapat ditambah sepertiga ancaman pidana
maksimum.

Undang-Undang Pornografi dapat diterapkan terhadap pelaku cyberporn
karena mengatur larangan perbuatan yang berkaitan dengan konten pornografi,
seperti menyiarkan, mempertunjukkan, memproduksi, atau menjadikan seseorang
sebagai objek pornografi. Larangan tersebut didasarkan pada Pasal 4 ayat (1), yang
menjelaskan jenis-jenis pornografi yang tidak diperbolehkan, serta Pasal 29 dan Pasal
35, yang menetapkan hukuman penjara dan denda bagi pelanggar, termasuk
pemberatan menurut Pasal 37 apabila melibatkan anak. Meskipun undang-undang
ini memberikan batasan perbuatan yang tergolong pornografi, mekanisme
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penyebaran konten melalui internet tidak diatur secara rinci (Mahendra, 2021).
Sementara itu, Undang-Undang ITE memuat ketentuan mengenai pelarangan
penyebaran konten elektronik yang bertentangan dengan kesusilaan melalui media
internet. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 27 ayat (1), melarang pihak mana
pun menyebarluaskan atau mentransmisikan sebuah informasi bermuatan
kesusilaan. Adapun ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan tersebut
ditegaskan pada Pasal 45 ayat (1), pidana penjara dengan batas waktu maksimal
enam tahun serta dapat pula dikenai denda dengan nominal maksimum satu miliar
rupiah. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyebaran pornografi digital
dikategorikan sebagai tindak pidana cyberporn, yang memberikan landasan hukum
yang tegas bagi aparat untuk mengambil tindakan terhadap pelanggar, sekaligus
menekankan bahwa kepatuhan terhadap regulasi ini dipengaruhi oleh norma sosial
yang berlaku di masyarakat (Anggraeni et al., 2024).

Penegakan hukum harus mempertimbangkan kerentanan korban, terutama
anak, agar hak-haknya terlindungi melalui pendekatan yang tidak terbatas pada
pemidanaan pihak yang bertanggung jawab, sebaliknya mencakup pendampingan
hukum, pemulihan psikologis, dan jaminan keamanan. KUHP, Undang-Undang
Pornografi, dan Undang-Undang ITE saling melengkapi untuk menjerat pelaku,
mencegah penyebaran konten, dan memastikan hak korban terpenuhi, sementara
keberhasilan penegakan hukum juga bergantung pada kesadaran masyarakat
terhadap norma kesusilaan dan penerimaan perlindungan hukum bagi korban,
sehingga instrumen hukum dan kesadaran sosial dapat seimbang dan norma hukum
diterima serta ditaati masyarakat.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten
Pornografi Melalui Aplikasi X

Perlindungan hukum dipahami sebagai tindakan pemerintah untuk
memastikan keamanan dan kejelasan hukum bagi setiap orang, terutama kelompok
rentan, agar terhindar dari tindakan yang merugikan. Menurut Hetty Hasanabh,
perlindungan hukum bertujuan memberikan jaminan perlindungan yang layak bagi
pihak yang berkepentingan dalam suatu tindakan hukum (Sugiarto & Fadilla, 2023).
Bentuk perlindungan hukum disesuaikan dengan kedudukan individu dalam sistem
ketatanegaraan. Secara filosofis, perlindungan hukum diarahkan untuk
mewujudkan keadilan, rasa aman, dan penghormatan terhadap martabat manusia
(Malagani et al., 2023). Perlindungan hukum bagi anak terbagi atas perlindungan
preventif dan represif. Perlindungan preventif dilaksanakan sebelum terjadinya
perbuatan melawan hukum melalui penguatan peran keluarga, lingkungan sosial
yang aman, pendidikan, serta bimbingan bagi anak agar terhindar dari
penyalahgunaan konten pornografi (Romli SA. M. Ag et al, 2024). Adapun
perlindungan represif diterapkan setelah terjadinya pelanggaran hukum melalui
proses penegakan hukum dan penjatuhan pidana sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 76A dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak yang melarang perlakuan diskriminatif terhadap anak dan
menetapkan ancaman pidana penjara serta denda bagi pihak yang
melanggarnya.(Fransiska Novita Eleanora et al., 2021)
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Fenomena penyebaran konten pornografi melibatkan anak berkaitan erat
dengan berbagai faktor yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi. Faktor-
faktor tersebut meliputi kurangnya pengawasan orang tua, keluarga broken home,
ketidaksiapan psikologis orang tua, anak terlantar, lingkungan sosial yang buruk,
mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, tekanan akibat hubungan seksual, serta
keterbatasan pendidikan dan kesempatan kerja. Perubahan perilaku, sikap, dan pola
interaksi sering menjadi indikator awal keterlibatan anak dalam pornografi, baik
secara sengaja maupun akibat eksploitasi. Anak laki-laki maupun perempuan
berisiko sama, dan ketika dilibatkan dalam aktivitas seksual yang direkam atau
disebarkan, mereka menjadi korban pornografi sekaligus kekerasan seksual.

Dalam penyebaran konten pornografi melalui aplikasi X, perlindungan
hukum terhadap anak diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan
Anak. Regulasi tersebut menempatkan tanggung jawab pada penyelenggara sistem
elektronik, termasuk platform media sosial seperti aplikasi X. Dalam Pasal 2 ayat (4)
mewajibkan penyelenggara menyediakan batasan usia, verifikasi pengguna, dan
mekanisme pelaporan pelanggaran hak anak, sementara Pasal 5 ayat (3) mengatur
penilaian risiko paparan konten berbahaya seperti pornografi, kekerasan, dan
gangguan psikologis. Pasal 7 ayat (1) huruf f dan g menekankan pemberian notifikasi
pemantauan aktivitas serta penyediaan fungsi sesuai kapasitas dan usia anak.
Ketentuan ini menegaskan perlindungan preventif, sehingga anak dapat terlindungi
dari paparan dan eksploitasi konten digital sejak awal.

Apabila upaya pencegahan tidak berjalan optimal dan anak tetap menjadi
korban, sistem hukum nasional menyediakan fondasi untuk perlindungan khusus.
Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak ditegaskan tanggung jawab
negara dalam melindungi anak, sementara ayat (2) mencakup kategori anak yang
berhak atas perlindungan, termasuk anak korban pornografi, kekerasan fisik atau
seksual, eksploitasi ekonomi atau seksual, dan anak dalam situasi rentan lainnya
(Owen Rafael Tengker et al., 2021). Selain itu, Pasal 71D ayat (1) memberikan restitusi
terhadap anak korban tindak pidana, sebagai pemulihan kerugian dari pelaku atau
negara, dengan tetap menjaga keamanan dan privasi anak.

Sebagai bentuk penguatan perlindungan hukum, Pasal 59A Undang-Undang
Perlindungan Anak menegaskan adanya perlindungan kepada anak melalui
pengobatan rehabilitasi medis dan dukungan hukum selama proses pengadilan.
Regulasi ini didasarkan pada Pasal 67B ayat (1) dan ayat (2) yang menekankan
pentingnya pemulihan kesehatan fisik dan mental anak. Pengaturan tersebut
menunjukkan bahwa negara memandang pornografi sebagai bentuk kekerasan
serius terhadap anak sehingga memerlukan penanganan yang berkelanjutan
(Anzward et al., 2024).

Selain memuat larangan terhadap berbagai perbuatan yang melibatkan
kekerasan, paksaan maupun tipu muslihat dalam Pasal 76E Undang-Undang
Perlindungan Anak, undang-undang tersebut juga menekankan pencegahan agar
anak tidak terpapar konten pornografi. Regulasi ini juga didasarkan pada Pasal 67A
undang-undang yang sama dan Pasal 15 Undang-Undang Pornografi, yang
mengharuskan semua individu untuk melindungi anak dari materi pornografi serta
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mencegah mereka mengakses informasi yang mengandung unsur pornografi.
Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan anak diwujudkan melalui
pendekatan komprehensif yang melibatkan peran orang tua, masyarakat, dan
lingkungan, sesuai dengan prinsip perlindungan terbaik bagi anak. (Nurfitrah
Pakaya et al., 2024).

SIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyebaran konten pornografi
menunjukkan bahwa negara memandang perbuatan tersebut sebagai pelanggaran
serius terhadap nilai kesusilaan. Hal ini tercermin dalam Pasal 407 KUHP, Pasal 4
ayat (1) Undang-Undang Pornografi, serta Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE,
secara tegas melarang menyebarluaskan atau mentransmisikan sebuah informasi
bermuatan kesusilaan, dengan memanfaatkan platform digital seperti aplikasi X.
Meskipun pola dan bentuk penyebaran pornografi terus berkembang mengikuti
perkembangan teknologi, kerangka hukum di Indonesia telah memberikan landasan
hukum yang tegas untuk menindak pelaku. Perlindungan hukum untuk anak yang
menjadi sasaran penyebaran konten pornografi melalui aplikasi X merupakan
kewajiban negara mengingat kedudukan anak sebagai kelompok yang rentan. Hal
ini ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf f Undang-Undang
Perlindungan Anak yang mewajibkan pemberian perlindungan kepada anak korban
pornografi. Hak-hak yang diterima oleh korban juga mencakup hak untuk
mendapatkan restitusi sesuai dengan Pasal 71D ayat (1) sebagai bagian dari upaya
pemulihan. Selain itu, PP Nomor 17 Tahun 2025, memperkuat perlindungan anak di
media elektronik melalui kewajiban pencegahan oleh penyelenggara sistem
elektronik. Regulasi ini menekankan bahwa perlindungan anak tidak semata-mata
diarahkan terhadap penindakan pelaku melainkan juga mencakup langkah-langkah
perlindungan dini serta pemulihan hak korban. Kepada masyarakat, diharapkan
meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap aktivitas digital anak,
termasuk penggunaan media sosial dan aplikasi seperti X, agar anak tidak mudah
terpapar atau terlibat dalam penyebaran konten pornografi. Selain itu, masyarakat
diharapkan berperan aktif dalam memberikan edukasi mengenai keamanan digital
serta menumbuhkan sikap kolektif untuk menolak konten dan perilaku yang dapat
merugikan perkembangan anak. Kepada pemerintah, aparat penegak hukum
diharapkan memperkuat pelaksanaan regulasi perlindungan anak melalui
pengawasan terhadap platform digital dan penegakan hukum yang tegas terhadap
pelaku. Langkah ini diperlukan guna memberikan efek jera sekaligus menjamin
perlindungan serta memastikan terpenuhinya hak anak korban berupa keamanan,
pemulihan, dan pendampingan hukum sejalan dengan norma hukum yang berlaku.
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